
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.409, 2021 KEMENKEU. Pembayaran Manfaat Pensiun. Biaya 

Operasional Penyelenggaraan. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39/PMK.02/2021 

TENTANG 

BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN 

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH 

PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk penugasan pemerintah kepada PT Taspen 

(Persero) dan PT Asabri (Persero) guna penyelenggaraan 

pembayaran manfaat pensiun, perlu dialokasikan biaya 

operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat 

pensiun yang diatur secara transparan dan akuntabel; 

b. bahwa untuk pengalokasian biaya operasional 

penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional 

Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang 

Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri 

(Persero); 

c. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pembayaran manfaat pensiun, perlu mengganti 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2015 

tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran 

Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen 

(Persero) dan PT Asabri (Persero); 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Biaya 

Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat 

Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan 

PT Asabri (Persero); 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 

Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2906); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang 

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi 

Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5407); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan 

dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 38); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi 

Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang 

Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6559); 

12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, 

dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang 

Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri 

(Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1809); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 

tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai 

Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1461) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

148/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang 

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri 

Sipil dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1547); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2017 

tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1681) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

147/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2017 tentang 

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1546); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
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terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Orgnisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BIAYA 

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN 

MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN 

(PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Biaya Operasional Penyelenggaraan yang selanjutnya 

disingkat BOP adalah biaya yang diperlukan oleh PT 

Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk 

operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat 

pensiun dan pengumpulan iuran pensiun. 

2. Akumulasi Iuran Pensiun yang selanjutnya disingkat AIP 

adalah dana yang berasal dari iuran pensiun, hasil 

pengembangan iuran pensiun, dan pendapatan lain-lain 

program pensiun. 

3. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit 

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung 

jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari 

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 

4. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada 

satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor 

pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di 
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